LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2010
NOMOR : 6 SERI: B NOMOR : 1 _
- QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : G TAHUN 2010
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANG.UNAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI NAGAN RAYA
Menimbang a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 180 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dalam
rangka pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Huruf k, Bae Perclehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan Sebayai.Salah Salu Pajak
Daerah
b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebégaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang
Bea Perociehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Mengingat . Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan Dacar

" Pokok-Pokok Agraria (Lemnbarun Negara Republik indonesia Tahun
1260 Mornor 104, Tambahan i.embarzn Negara Republik Indonesia
Nomor 2043); '

. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 196C tentang Urusan
Piufang Negara (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2104);

. Undang-Uncdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana {(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3209);

. Undang-Undang Nomc' 16 Takun 1985 tentang Rumah Susun
(Lemibaran Negara Repiplik lndonesia Tahun 1385 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia noror 3317;;

% Undang-Undang........




5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penagihan Pz;jak
dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undaig-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 lentang Pembentukan Kabupaten
Aceh .Barat Daya. Kabupalen Gayo Lues, Kabupalen Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsii
Nanggroe Aceh Darussalam (Lemburan Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4179),

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lenfbaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41589);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 3€, Tambahan Lembaran Negara .

Republik Indonesia Nomor 4381);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio Nomor 4437)
sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun-2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang remerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4633);

11.Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang Fajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883 lentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara
#idanz (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1981 Nomor
6, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (l.ambaran:
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor- 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 3643);

14, Peratuian Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran -

Tansh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

15. Qanun Aceh Nomer 3 Tahun 2007 tentarg Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Manggroe Aceh Darussalam Tanhun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggree Aceh
Darussalam Takun 2007 Nomor 3).
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QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG BEA PEROLEMAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN. :

Dengan Pe'rbc;luwan Bersama '
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA ..
© dan
BUPAT! NAGAN RAYA ™

MEMUTUSKAN : .-

-

: BAB |

KETENTUAN UMUM _

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

Awhs

@

10.

1.

12,

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupalen Nagan Raya;
Bupali adalah Bupati Nagan Raya;

Dewan Perwakilan Rakyal Kabupaten yang selaniutnys disebut DPRK
DPRK Nagan Raya;

Qanun adalah Peraturan Deerah yang selanjutnya disebut Qanun
Kabupaten Nagan Raya,

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adatah konstribusi wajib
kepada daerah yang terutang iuran wajib yang dilakukan cleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan fangsung yang
seimbang, yang dapal dipaksa berdasarkan peraturan perundany-Pejabat
adalah pagawai yang diberi tugas lerientu dibidang Perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah éda!ah
DPPKAD Kabupaten Nagan Raya;

Milai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJUP adalah harga
reta-rala yang diperoleh dari transaksi jual beli yang lerjadi secara wajar,
¢an bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek Iain yang sejenis, atau rilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya dizebut
pajak adalah pajak alas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan &dalah perbuaten atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atos tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, besernta bangunan di atasnya, sebagcimana dimaksudkan
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;

Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukarn
usaha yang meliputi perseroan lerbatas, perseroan homanditer, parseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) alau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dafam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sajenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjulnya disebut SSPD adalah bukti
pembayaran alau penyetoran pajak yang lelah dilakukan dergan
menggunakan formuiir aiau telah dilacvkan dengan cara lain ke kag
daerah melalui tempal pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

Surat Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjulnya disebut
SKPDKB adaiah surat keletapan pajak yano menentukan pesainya
jumtah pokok pajuk, jumlah kredii pajak, jumlah kekuisngan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi adrmmsl. asi, dan iumlah pa;ak yang rasih
harus dibayar;

15, Surat Ketetapan........
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,
22,

23.

24.

25.

Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya
disebut SKPDKBT adalah sural kelelapan pajak yang manentukan
tambahan atas jurnlah pajak yang telah ditetapkan; ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil sefanjutnya disebut SKPON :adalah
surat ketetapan pajak yanrg mengntukan jumian pokok pajak sama
besarnya dengan jumiah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredil pajak; )

Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDLB _adalah surat ketetapan pajak  yang menentukan jumlah ©
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak febil besar dari
pajak yang lerhutang atau tidak seharusnya terhutang, )
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebul STPD sdalah sural
uniuk melakukan tagihan  pajak dunfatou senksi administratil berupa
bunga dan/atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah sural keputusan yang membetulkan
kesalahan twlis, kesalahan hitung dan/atau kekelirvan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang lerdapat dalam Surat pemberitahuan pajak terhutang, Sural
Kotetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dasrah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keletapan
Pajak Daerah Nihil, Sural Ketetapan Pajek Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat
keputusan keberatan, :

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat pemberitahuan pajak terhutang, Surat Ketelapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keletapan Pajuk Daerah
Nihil, Suratl Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak; ; .
Pulusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak ataz banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak:
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wejib Pzajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajulcan
banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpaiakan yang
berlaky;

Gugaton adalah upaya hukum yaung dapat dilakukan oleh Wajic Pajok
atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penaginan pajak alau
terhadap keputusan yang dapal diajukan gugatan berdasarken peraturan
perundang-undangan;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan danfatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danfatau untuk
{ujuan lain dalarft rangka melaksanakan ketentuan Paraturan perundang-
undangan perpajakan daerah; dan

Penyiditan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang ditakukan oleh Penyidik Pegawai Megeri Sipil,
yang selanjutnya disebul Penyidik, untuk mencari seflz mengumpulkan
Lukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah yang terjadi sefta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolzhan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut
pajak atac Nitai Perolehan Hak Atas Tanah danjatazu Bangunan.

(1

Pasai 3
Objek Bea Perclehan Hak aias Tenah dan Bangunan adalah Perolehan
Hak atas Tanah danfalau Banginan.

4 (2) Perolehan ..........
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rolehan Hak atas Tanah danjatau  Bangunan seba't_;ain_\j;na

dimaksudkan pada ayat (1) mehpuli:

a.

pemindahan hak karena: -

1) jual beli -
2) tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat,

5) waris; -

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
‘8) penunjukan pembeli dalam lelang:

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan- hukurn

telap;

10) penggabungan usah;

11) peleburan usaha:

12) pemekaran Usaha; atau

13) hadiah.

pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak: atau

2) diluar pelepasan hak,

e -

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1} adalah:

oapop

f.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanmah dan

Ba
a.

b.

-

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelclaan.

ngunan adalah objek pajak yang diperoleh :

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasaikan asas perlakuan
timhal balik; .

negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danfalau  untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syaral lidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebut;

orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbualan
hukum lain derigan tidak adanya perubahan nama,

orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

arang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadab.

Pasal 4

Subjek Pajak Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah oranyg
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak alas Tanah don/atau Bangusan.

Wajib

pribadi

' Pesal 5
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah ora:ng
alau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB ill

DASAR PENGENAAN, TARIF DAMN CARA'PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

{1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak;
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimara dimaksudkan pada ayat (1),
dalam hatl : ) ‘

apco

jual beli adalah harga lransaxsi,
tukar menukar adalah nilai pasar,
hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar.
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e. waris adafah nilai pasar:

[, pemasukan dalam peseroan atou bidon hukuin lainnya adalah niar

pasar;

9. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekualan hukum tetap adalah nilai pasaor;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjulan dari pelepasan hak

adalah nilai pasar:

j-  pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai

. pasar;

k. penggaburigan usaha adalah nilai pasar;

*. peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar,

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(2) huruf a sampai dengan huru{ n udak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada \ahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkon
sebesar Rp 60.000.000,00 {enam pulun juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak;

{5) Datam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke alas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah);

Pasal 7
Taril Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasai 8

(1) Besaran pokok pajak yang terutang dihituny dengan cara mengalian tard
sebagaimana dimaksudkan dalam Pagal 7 dengan dusar pengenasn
pajak sebagainana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) setelaby dikurang
Nilai Perolehan Objek Pajuk Tidak Kera Pajak sebagaitnanc
dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (4) alau ayat (5); dan

(2) Palam hal NJOP sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) idak
diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dolam
pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran poaok BPHTH
yang tentang dihilung dergan cara mengalikan tarif sebaguimana
dimaksudkan dalam Pasal 7 dengan NJOP PBB setelah dixurang
NPOPTKE sebugaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayal (4} atau ayat
(5).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Pajak voang terutang dipungut di wilayal: duerah tempat tanah danfatau
hanqunan beradu.

BAB. V.csresien.
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BABV - - .

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10 *
(1) Saal terutangnya pajak ditetapkan untuk :
a. Jual beli adalah sejak tanggal dibual dan ditandatanganinya skia;
b. lukar-menukar adalah sejak langgal dibuat dan diandatanganmya
akla; ]
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan dilandalanganinya akia:
d. hibah wasiat adalah sejak tangga! dibuat dan ditandatanganinya akio;
e. waris adalabh sejak langgal yang bersangkutan mendaliarkan peralihan
. haknya ke kantor bidang pertanahar;
‘ {.  pemasukan dalan persergan atau hadan hukum lainnya adalah sejuk
tanggal dibuat dan dilandatanganinya akla;
g. pemisahan hak yang mengakibalkan peralihan adulah sejok tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;
h. putusan hakim adalah sejok tanggal putusan pangadilan yang
| mempunyai kekuatan hukum yung telap;
| i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelonjutan dari pelepasan
| hak adalah sejak tanggal dilerbilkannya sural kepulusan pemberian
hak; .
j- pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejar. langgal
diterbitkannya sural keputusan pemberian hak;
k. penggabungan wusaha adalah scjak langga! dibuat  aan
ditandatanganinya okla;
I.  peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan dilandatanganinya
akla;
r. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya ak'a; dan
. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang l2lang.
(2) Pajsk yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya peroletan hak,
. sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1.

BAB VI
KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 11

(1) Pejcbat Pembuat Akla Tanah/Notaris PPAT hanya dapal menandolangani
akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan selelah Waoyih
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD;’

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapct
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah danfalau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukli pembayaran pajak
berupa SSPD; dan ’

{3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaltaran
Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Waijib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD,

Pasal 12 .
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanzh/Notaris PPAT dan 'kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembualan akla atau
risalah lelang Perclehan Hak atas Tanah dan/atau Bazngunan kepada

Bupati atauv Pejabal yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 .

{sepuliih) bulan berikutnya; dan -
(2) Ketentuan lebih lanjul mengenai tala caia pelaporan bagi pejabaj
sebagaimana dimaksudkan pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

.
,

Pasal 13,

4
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T P e Pasal 13

{1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans PPAT dan kepala kantor yang
membidangi pelayapan lelang neqara, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksudkan datom Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2}
dikenakan sanksi administratil betupa denda sebesar Rp 7.500.000,00
(tujuh juia lima ratus ribu rupiah) untuk seliap pelanggacan.

{2 Pejabat Pembual Akla Tanah/MNotaris PPAT dan kepala kantor yang
membidongi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayal (1) dikenakan sanksi
administrati{ berupa denda scbesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima pulun
ribu rupiah) untuk seliop Inporarn; dan

{3) Kepala kanlor bidang pertanahan  yang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi
sesuai dengan ketenluan peralurdn perundang-undangan,

! - . o T
|

BAB VI
PEMETAPAN, TATA CARA PEMDAYARAN, DAN PENELITIAN

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang lerutang dengan
menggunakan SSPD;

{2) SSPD sebagaimana dimaksudkan pada ayal (1), harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta dilandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya;

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disampaikan kepada Bupali
atau pejabal yang ditunjuk sebagai bahan untuk penelitian.

(4) Pembayaran pajak yang lerutang dilakukan di Kas Daerah atau tempatl
lain yang dilunjuk oleh Bupati; dan

(5) Bentuk, isi serta lata cara pengisian dan penyampaian S5P0
sebagaimana dimaksudkan pada ayal {1) diatur lebih lanjut dengan
Peratluran Bupati.

Pasal 15

{1* Dalam jangka waklu 5 {lima} tahun sesudah saal terulangnya pojok,
Bupati dapat menerbitkan: :

a. SKPDKB jika berdasarkan hasid -pemenksaan alau keterangan laa,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar: dan

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru danfotau data yang semuia brlum
lerungitap yang menyebabkan penambahan jumiah  pajak  yang
terutang.

{(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang datam SKPDKB sebaganana
dimaksudkan poda ayat (1) huruf 2 dikenakan sanksi administratit berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yany kurang
atau terfambat dibayar unluk jangka waklu paling lama 24 (dud puiun
empat) bulan dihitung sejak saat teiuangnya najak;

(3) Jumlah kekurarigan pajak yang letutang dalam SKPDKET setagaimand
dimaksucdkan pada ayat (1) huruf b dikenzkan scnksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% [(seralus persen) dari jumlah kekurangan pajak
lersebut; dan

(4} Kenaikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendirt sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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TATA CARA PENAGHIAN PAJAK
Pasal 16

(1) Bupati dapat meneibitkan STPD jika:
a. pajak dalarn tahun berjalan tidak alau kurang dibayar;-
b. dari- hasil pemeriksaan SSPD letdapal kekurangan pembayaran
sebagai akibal salah 1ulis dan/alau salah hitung; dan
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi axfmirustratif berupa burya.

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terulang dalam 3TPD sebagaimana
dimaksudkan pada ayal (1) ditambah dengan sanksi administratifl berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling tama 15 {lima
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Kelentuan lebih lanjut mengensi bentuk, isi, dan tala cara penyampaian

" STPD sebagaimana dimaksuokan pada ayal (1) dietapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pagsal 17

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar berlarmbah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (calu} butan sejok
tanggal dilerbitkan; dan

(2) “etentuan lebih lanjut mengenai 1ala cara penagihan pajak dielapkan
dengan Peraturan Bupati, :

Pasal 18
(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surnt
Keputusan  Pembelulan, Sural Kepulusan Keberaton dan  Pulusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oieh Wajib Pajak pada waklunya,
dapat ditagih dengan Surat Paksa’ dan .
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksonakan bercasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGURANGAN

Pasal 19
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupali dapal memberikan pengurangan
pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
a. kondisi leitenlu Wajib Pajak yung ada hubungannya dengan objek
pajak, atau
b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubunganhya dengan sebab
akibat tertentu, atau
C. tansh danfatau bangunan digunakan uniuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mala tidak mencari keunlungan..
(2) “etentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang
lerrlang sebagaimana dimaksudian pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati. 3
BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberalan hanya kepada Bupati atau
pejabat atas suatu:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;

. SKPDLB. . e




. c._SKPODLB; ST
d. SKPDN, oL

(2) Keberalan diajukan secara lertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas,

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal sural, tanggal pemolongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapiat menunjukkan
bahwa jangka wakiu itu lidak dapat dipenuhi karena keadaan di laar
kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat digjukon apabila Wajibe Pajak tefah membayar paling
sedikit sejumlah yang 1clah disetujui Wajib Pajok.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksudkan
pada ayal (1), ayat (2}, oyat (3), don ayal (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga lidak dipertimbangkan.

{(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupali atau
pejobat vang ditunjuk atou tanda pengiriman surat keberatan melalui surat
pos tercalat sebagai tanda bukli penerimaan surat keberatan,

Pasal 21

(") Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Strat Keberatan dilerima, harus memberi kepulusan atas
keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Dupali alas keberatan dapat berupa menciima selurvhnya
atau sebagian, menolak, alau menambah besarnya pajak yang terutang;
dan

(3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang dlajukun
tersebut dianggap dikabulkan,

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya Kepada
Pengadilan Pajak tethadap keputusan mengenai keberalan yang
ditetapkan oleh Bupalj; .

{2} Permoheonan banding sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diauban
secara tertuls dalam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka wakiu 3 (liga) bulan sejak keputusan diterima, dilambiri salinan dari
surat keputusan keberawan lersebut; dan

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewaiiban membayar
pajak sampai dengan 1 {satu) bulan sejok tanggal penerbiian Pulusan
Banding. ‘

Pasal 23

(1) .Jika pengajuan keberatan atau permohonan banuing dikabuikan sebayian
atau seluruhnya, kelebthan pembayaran pajak dikembalikan dengon
ditambzh imbalan bunga sebesar 2% (dua perszn) sebwlan untuk paing
lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dihilung sejak
butan pelunasan sampai dengan diterbitkennya SKPDLB;

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajax dilolak atau dikabuikan sebagian, Wapb
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%: (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangp
dengan Pajok yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Paiak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif berupa dencda sebesar 5G% - (lima pulubh  persen)

sebagaimana dmoksud pada ayat (3) lidok dikenakan: dan |

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atay dikaSulkan sebagian, Waiib
Pajak dikenai sanksi adminisuatif berupa  dends schesa- 100% (:.ﬂrams
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding cikurangi-dergun
pembayaran Pajak yung tlal: dibayar scoelum mengajukan Keberatan.

1

i prt




BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24 ) -

(1) Alas permohonan Wajib Pajak alau karena jabalannya, Bupati dapat
membelulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPOLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan lulis danfalau kesalahon
hitung dan/atau kekeliruan penerapan kelentuan terlentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daarah;

(2) Bupati dapat .

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif  berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi
1ersebut dikenakan karena kekhilafan Wojib Pajak alau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benor;

c. mengurangkan aiau membatatkan STPD:

d. membalalkan hasil pemeriksaan atau  keletapan  pajak  yang
dilaksanakan atau diterbitkan lidok sesuai dengan lata cara yang °
ditenlukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak alau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara  pengurangan  atau
penghapusan sanksi administialif dan pengurangdn atau pembatalan
ketetapzn pajek sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X1l

OENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

(1) Waijib Pajak dopat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara
tertulis denqgan menyebutkan sekurang-kKurangnya :

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa paiak;

<. hesarnya kelebihan pembayaran pajak;dan
d. SKPDON.

{2) Bupali atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waklu paling lama 12
(enam) bulan  sejok  langgal  swal  penmobonun  pengembalan
sehagaimana dimaksudkan pada aynt (1) ditenma, sudah membeiikan
kepulusan,

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayal (2) dilampaut
dan Eupati alau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka
permohionan pengembalion kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan;

(4) Apabita Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksudkan.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbilkannya SKPDLB dengan
inenerbitkan surat perintah pembayaian keiebihan pajak (SPPKP); dan

{6) Apabila pengembaiarn kelebihan pambayaran pajok dilakukan setelah
lewal jangka waktu 2 (dua) bulan diterbitkannya SKPDLB, Bupali atau
pejabat yang dilunjuk memberikan imbalan punga sebesar Z% (dud
persen) sebulan atas ketarlambalzn pembavaran kelabihan pajak.

Pasal 26 cecemness
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- ] . Pasol 26 '

{1) Aas pengajuan keberalan dan gpermohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, Bupati alau Pejabal yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan; dan .

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan
mekanisme Pemeriksaan Kantor danfalau Pemeriksaon Lapangan.

BAB XIlI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

v Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (fima) tahun terhilung saal terutangnya Pajak, kecual
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan Daerah;

{2) Kedaluwarsa penagihan pajak, scbagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a’ diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
b. ada pengakuan ulang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak fangsung.

{3) Dalam hal diterbitkan Sural Teguran dan Sural Paksa sebagaimana
dimaksudkan pada ayal (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejok
tanggal penyampaian Surat Paksa lersebul;

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksudkan
pada ayal (2} huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadorannya
menyatakan masih mempunyai utong Pajok dan belum melunasinya
kepada Peimerintah Kabupaten; dan

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 28 _
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kaiena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
(2} Bupali menetapkan Kepulusan Penghapusan Piulang Pajak yang sutfah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dan
(3) Tata cara penghapusan piutang Fajak yang sudoh kedaluwarsa dhatur
dengarn: Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 29
(1) Bupali berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhian kewaiiban perpajakan daerah aalam rangka meiaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : '
a. memperlihatkan danfatau meminjamkan bulu alau caiatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang terhubungan dengan :

Pajak yang terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; danfatau

c. memberikan keterangan yang diperiukan,

3) Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 30

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipit terteniu di Lingkungan Pemerintah
Kabupalen diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah | sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :
a.-‘menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kelerangan atau
| laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang pajak daerah agar
| keterangan atau laporan lersebul menjadi lengkap atau jelas; -
| b. menelili, mencar dan mengumpuikan kelerangan mengenai orang
pribadi atau badan teniang kebenaran perbuatan yang dilakukan _ -
sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah; . ’ -
¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadr otou badan ’
| sehubungan dengan tindak pidana bidang pajak daerah;
‘ d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
| berkenaan dengan lindak pidana di bidang pajak daerahy,
e. melakukan pengeledaban untuk mendapatkan bahan  bukti .
" pembukuan, catalan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
‘ penyitaan terhadap bahan bukli lersebut;
‘ f. meminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah; :
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
" ruangan atau tempat pada saal pemeriksaan sedang bertangsung dan
memeriksa idenlitas orang, benda danfalau dokumen yang dibawa
sehagaimana dimaksudkan pada huruf e; .
h. mermnotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak
daerah; .
i. memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi; ,
j. menghentikan penyidikan;dan/atau ) )
k, me'akukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
| lindak pidana dibidang pajak daerah menurut ketentuan Perundang-
Undangan.
(3) Penyidik sebagaimara dinaksudkan pada ayat (1) membentahukan
dimulzinya penyidikan dan menyampatkan hasil penyidikannya kepada
| Penunttt Umum melalui Penyidik  Pejabat  Polisi Negara Republik
| Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku,

BAB XVI t
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpannnya iidak menyanpaikan SPTPD atou N
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan  atau 3
pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak lerutang yarg tidak N
atau kurang dibayar. ' : -

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTFD atau
mengisi dengan iidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

. keterangan yanao tiiak benar sehingga merugikan hevangan Daerah dapat

dipidana dengan pidana penjarc paling lama 1 (salu) tahun alau pidana
denda paling banyak 3 (liga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau .

kurang dibayar. .,
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Pasal 32 ) C

Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 tidak dituntul .
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tohun sejak saal terutangnya pajak ¥
alau berakhirnya masa pajak atau berakhi:nya tahun pajak.

BAB XViI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar seliap crang mengetahuinya, memennlahkan pengﬂndangan Qanun in
dengan penempalannya dalam Lerbaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Disahkan di Suka Makmue
padatanggal 3C Desember\ 2010 M
24 Muharram \1432 H

To BUPATI NAGAN RAYA,

A rrrie

= T.ZULKARNAINI
Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH »—

T. ZAMZAMIL. TS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2010 NOMOR ..6..
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QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR  TAMUN 2010
TENTANG ' B

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENJELASAN UMUM

Pajak Daerah adalah salah salu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan
dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan
waklu ke wakiu harus senantiasa ditingkatkan. Hai ini dimaksudkankon agar peranan:
Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan
xepada masyarakat dapat semakin meningkatl.

Salah satu jenis pejak yang dapat dipungut oleh Kabupaten Nagan Raya sesuai
(Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah dan Retribus Dawrah adaleh
Bea Perolehan Hzk atas Tanah dan Bangunan. Sesuai kelentuan Pasal 95 ayat (1} Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebul, pemungutan Pajak Daerah harus diletapkan
‘dengan Qanun. Sejalan dengan hal lersebut, penetapan Qanun ini adalah dimaksudkankon
agar Pemerintah Kabupaten dapat memungut Bea Perolehon Hak alas Tanah don
Bangunan sesual ketentuan pevaturan perundang-undangan,

Selanjutnya, dalam Qanun ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek,
dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan. Di samping itu,
juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan menggunakan sislem
self assessment dimana Waijib Pajok diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya-tanpa
mendasarkan kepada SIKPD. )

. PASAL DEMI PASAL

Frasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

Pasat 3
Ayat (1)
Cuhup jelas
Ayat (2)
Hibah wasial adalah suatu penctapan wosial yang khusUs mengenal pemberian
hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum
tartentu, yang berfaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Ayat (3) '
Cukup jelas
fyal (&)
Cukup jelas

Fasal 4
Cukup jelas

Pase!l 5
Cukup jelas

Paéal € .

.




Aval (1) R e
& Cukup jelas . -j’r
Ayat (2) .
. Yang dimaksudkan dengan barang transaksi adalah hargayang terjadi don telah
disepakati oleh pihak-pihak vang bersangkutan. B
Ayat (3) w . 4
Cukup Jelas .
Ayal (4) i i
Cukup jelas o B
Ayat (5) ' R
Cukup jelas ' &
i%

Pasal 7 . - ]
Cukup jelas . : &

Pasal 8
Ayal (1) 3
Cukup jelas R o
Ayal (2) b
Cukup jelas i

Pasal 9
Cukup jelas ) _ 3

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a yang dimaksudkan dengan sejak langgal dibuat don ditandatanganinya ki
akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan dtandatanganinya  akla
pemindahan hak dihadapan pejobat pembuat akla tanah/nolaris,
Ayat (2) !
Cukup jelas . e

Pasal 11 3
Ay~t(1) '
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang 1
ditandatangani oleh kepada kanlor yang membidangi pelayanan lelangnya, :
Ayat (3)
Cukup jelas

Fasal 12
Ayal (1)
Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 14

Ayat {1)

Cukup jelas
Ayet (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayal (4)

Cukup jelas




